
 

BUPATI   TANAH   BUMBU 
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU 

NOMOR 21 TAHUN 2022 

TENTANG 

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU 
NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN 

TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. H. ANDI ABDURRAHMAN NOOR 
KABUPATEN TANAH BUMBU 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TANAH BUMBU, 

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan 

dinamika peraturan perundang-undangan di tingkat 

Pemerintah Pusat, terdapat Peraturan Daerah Kabupaten 

Tanah Bumbu yang sudah tidak sesuai dan harus 

dilakukan pencabutan; 

b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten  Tanah  Bumbu  Nomor 

10 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata 

Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Andi Abdurrahman 

Noor Kabupaten Tanah Bumbu sudah tidak sesuai dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 

2016 tentang Perangkat Daerah, sehingga perlu dicabut; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten 

Tanah Bumbu Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pembentukan 

Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. 

H. Andi Abdurrahman Noor Kabupaten Tanah Bumbu; 
 

Mengingat  : 1  Undang-Undang   Nomor 2 Tahun 2003 tentang 

Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten 

Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang- 

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kebijakan Keuangan 

Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan 

pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau 

Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan 

Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sisten 

Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 



Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 134, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516); 

3. Undang-Undang   Nomor  1 Tahun  2004    tentang 

Perbendaharaan  Negara  (Lembaran Negara  Republik 

Indonesia  Tahun   2004 Nomor  5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor  2  Tahun 2022 

tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem 

Keuangan untuk penanganan pandemi Corona Virus Disease 

2019 (Covid-19)    dan/atau   Dalam  Rangka Menghadapi 

Ancaman yang Membahayakan   Perekonomian   Nasional 

dan/atau Stabilitas Sisten   Keuangan Menjadi   Undang- 

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6516); 

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5494); 

5. Undang-Undang  Nomor  23 Tahun   2014  tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244,   Tambahan  Lembaran  Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan  Undang-Undang  Nomor  1 

Tahun  2022  tentang Hubungan Keuangan   antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 

Republik   Indonesia   Tahun   2022  Nomor  4, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5601) sebagaimana diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6573); 

7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga 

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5607); 

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6757); 

9. Peraturan Pemerintah  Nomor  47  Tahun  2016  tentang 

Fasilitas       Pelayanan       Kesehatan       (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 



Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 

2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

12. Peraturan Pmerintah Nomor 74 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57,  Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659); 

13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang 

Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  77  Tahun  2020 

tentang Pedoman  Teknis  Pengelolaan  Keuangan  Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 

tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 

2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu 

Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas 

Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu 

Nomor 124); 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU 

dan 

BUPATI TANAH BUMBU 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU NOMOR 10 

TAHUN 2013 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN 

TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. H. ANDI 

ABDURRAHMAN NOOR KABUPATEN TANAH BUMBU. 



Pasal 1 
 

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan 

Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 10 Tahun 2013 

tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit 

Umum Daerah dr. H. Andi Abdurrahman Noor Kabupaten Tanah 

Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 

2013 Nomor 10),  dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 2 
 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 

dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu. 

 
Ditetapkan di Batulicin 
pada tanggal 29 Desember 2022 

BUPATI TANAH BUMBU, 
 

ttd 
 

H. M. ZAIRULLAH AZHAR 
 

Diundangkan di Batulicin 
pada tanggal 29 Desember 2022 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU, 
 

ttd 
 

H. AMBO SAKKA 
 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2022 NOMOR 21 
 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU PROVINSI 
KALIMANTAN SELATAN: (21-157/2022 ) 



PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU 
NOMOR 21 TAHUN 2022 

TENTANG 

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU 
NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN 

TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. H. ANDI ABDURRAHMAN 
NOOR KABUPATEN TANAH BUMBU 

 
I. UMUM 

 
Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 

41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah menjadi Dasar 
Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 10 tahun 
2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum 
Daerah dr. H. Andi Abdurahman Noor Kabupaten Tanah Bumbu, Pada saat 
ini Peraturan mengenai Perangkat Daerah sudah beberapa kali mengalami 
perubahan diantaranya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 
tentang Perangkat Daerah dan terakhir diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. 

Sesuai Pasal 43 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 
tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah, telah ditetapkan bahwa “Pada Urusan Pemerintahan di 
bidang kesehatan, selain unit pelaksana teknis dinas Daerah 
kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, terdapat rumah 
sakit Daerah kabupaten/kota sebagai unit organisasi bersifat khusus serta 
pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional, 
yang memberikan layanan secara profesional”. Rumah sakit Daerah sebagai 
salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yang mempunyai karakteristik dan 
organisasi yang sangat kompleks, memerlukan kebijakan khusus untuk 
mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Pengaturan rumah sakit 
Daerah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah belum mampu menjamin terwujudnya tata kelola rumah 
sakit dan tata kelola klinis yang bersifat otonom dalam pengelolaan 
keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian, sehingga 
dalam praktiknya memberi dampak pada penurunan mutu layanan 
kesehatan yang diberikan kepada masyarakat. 

 
II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 

Cukup jelas. 

Pasal 2 

Cukup Jelas. 

 
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU NOMOR 


